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ABSTRAK 

 

Konstruksi pagar laut di wilayah administratif Kabupaten Tangerang telah 

memicu ekskalasi konflik multidimensional yang mencakup aspek sosial, ekologis, 

serta yuridis. Fenomena ini merepresentasikan kontradiksi tajam antara orientasi 

pembangunan infrastruktur dengan urgensi perlindungan wilayah pesisir sebagai 

entitas ruang hidup (lebensraum) bagi komunitas nelayan. Secara substansial, 

problematika ini tidak sekadar merefleksikan deviasi terhadap regulasi tata ruang 

dan tata kelola pesisir, melainkan juga mengindikasikan defisit pemenuhan 

kewajiban negara (state obligation) dalam memproteksi hak-hak masyarakat pesisir 

yang memiliki kerentanan tinggi. Studi ini diarahkan untuk melakukan 

dekonstruksi terhadap konflik pembangunan pagar laut tersebut melalui pisau 

analisis Teori Maqaṣid al-Shari‘ah perspektif Imam al-Shāṭibī dan Teori Sistem 

Hukum dari Lawrence M. Friedman. Tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas 

serta konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan kewajiban perlindungan 

kawasan pesisir. 

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan paradigma 

kualitatif. Data primer dihimpun melalui observasi lapangan pada lokus 

pembangunan pagar laut serta wawancara mendalam dengan stakeholders otoritatif, 

mencakup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, serta Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang. Data tersebut kemudian 

disinkronisasikan dengan data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap norma 

hukum positif. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitis 

untuk membedah gap antara das Sollen (norma hukum) dan das Sein (realitas 

empiris). 

Hasil telaah menunjukkan bahwa diskursus pembangunan pagar laut di 

Kabupaten Tangerang mencerminkan adanya disharmoni sistemik antara substansi 

hukum, struktur penegakan hukum, dan kultur hukum masyarakat. Dalam 

perspektif Maqaṣid al-Shari‘ah pada tingkatan ḍaruriyyat, eksistensi pagar laut 

tersebut berpotensi mendegradasi perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs), harta 

(ḥifẓ al-mal), serta stabilitas sosial, ekonomi, budaya nelayan, sehingga dinilai 

kontradiktif dengan esensi syariat dalam merealisasikan kemaslahatan (maṣlaḥah) 

dan mereduksi kemudaratan (mafsadah). Sebagai simpulan, penelitian ini 

menegaskan bahwa kewenangan pemerintah dalam memproteksi wilayah pesisir 

belum teraktualisasi secara optimal dan berkeadilan. Diperlukan rekonstruksi 

kebijakan, penguatan fungsi supervisi, serta penegakan hukum yang berbasis pada 

keadilan distributif guna mewujudkan tata kelola pesisir yang berkelanjutan. 

Kata Kunci: Kabupaten Tangerang, Kewajiban Pemerintah, Pagar Laut, Maqasid 

al-Syariah, Sistem Hukum. 
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ABSTRACT 

 

The construction of a sea fence in the administrative area of Tangerang 

Regency has triggered an escalation of multidimensional conflict encompassing 

social, ecological, and legal aspects. This phenomenon represents a sharp 

contradiction between the orientation of infrastructure development and the 

urgency of protecting coastal areas as living space entities (lebensraum) for fishing 

communities. Substantially, this problem not only reflects deviations from spatial 

planning regulations and coastal governance but also indicates a deficit in fulfilling 

the state's obligation to protect the rights of coastal communities who are highly 

vulnerable. This study aims to deconstruct the conflict surrounding the construction 

of the sea fence through an analytical tool of the Maqasid al-Shari'ah Theory from 

the perspective of Imam al-Shāṭibī and the Legal System Theory from Lawrence M. 

Friedman. The aim is to evaluate the effectiveness and consistency of the 

government in implementing its obligation to protect coastal areas. 

This research applies an empirical juridical method with a qualitative 

paradigm. Primary data were collected through field observations at the location 

of the sea fence construction and in-depth interviews with authoritative 

stakeholders, including the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/BPN, 

the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, and the Tangerang Regency 

Fisheries Service. The data were then synchronized with secondary data through a 

literature review of positive legal norms. The data analysis technique used a 

descriptive-analytical approach to dissect the gap between das Sollen (legal norms) 

and das Sein (empirical reality). 

The results of the study indicate that the discourse on the construction of sea 

fences in Tangerang Regency reflects a systemic disharmony between the legal 

substance, the structure of law enforcement, and the legal culture of the community. 

From the perspective of Maqaṣid al-Shari‘ah at the ḍaruriyyat level, the existence 

of sea fences has the potential to degrade the protection of life (ḥifẓ al-nafs), 

property (ḥifẓ al-mal), as well as the social, economic, and cultural stability of 

fishermen, thus being considered contradictory to the essence of sharia in realizing 

the benefit (maṣlaḥah) and reducing harm (mafsadah). In conclusion, this study 

confirms that the government's authority to protect coastal areas has not been 

optimally and fairly actualized. Policy reconstruction, strengthening of the 

supervisory function, and law enforcement based on distributive justice are needed 

to realize sustainable coastal governance. 

Keywords: Tangerang Regency, Government Obligations, Sea Fence, Maqasid al- 

Syariah, Legal System. 
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MOTTO 

 

"Berbicara lantang untuk rakyat bukanlah perlawanan, melainkan pengabdian 

kepada bangsa, supaya negara hadir bagi masyarakat rentan, bukan hanya bagi 

yang berkuasa." 

(Kristiawan Putra Nugraha) 

 

 

Wahai setan yang bersembunyi di antara makna, Dan tak mempan diusir dengan 

ruqyah, Merasuki bangunan kepala, Dan mengendap hingga jadi lumrah. 

Ruang khayal yang telah kau buka, Beri pembenaran pada dosa-dosa, Manusia 

yang takabur neraka, Dan coba ciptakan swanirwana. 

(The Panturas) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 
Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 

158/1997 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba‘ B Be ب

 Ta‘ T Te ت

 Ṡa‘ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa‘ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha‘ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra‘ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض
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 Ṭa‘ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa‘ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa‘ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 ’Nun N en ن

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

 

ة¹ََعََ .مُتَ   Ditulis muta’addidah د ِّد 

 Ditulis ’iddah دَّة¹َع َِّ

 

C. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata 

 

1. Bila dimatikan ditulis h. 

 

ة كْم  ِّ  Ditulis ḥikmah ََح 

لَّة  Ditulis ‘illah ََع ِّ
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(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h. 

ةَُ ام  ل ِّي اء َََِّك ر  َْ  َ  ’Ditulis Karāmah al-Auliyā الْوْ

 

3. Bila ta’ marbûţah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis 

t atau h. 

اةَُ ك  ر ََِّز  ف ِّطْ  Ditulis Zakāh al-Fiţri الْ

 

D. Vokal Pendek 

 

-----  َ ---- Fatḥah ditulis A 

-----  َ ---- Kasrah ditulis I 

-----  َ ---- Ḍammah ditulis U 

 

 

E. Vokal Panjang 

 

Fatḥah + alif َإستحسان ditulis ā: Istiḥsān 

Fatḥah + ya’ mati َأنثى ditulis ā: Unśā 

Kasrah + yā’ mati َالعلواني ditulis ī: al-‘Ālwānī 

Ḍammah + wāwu mati َعلوم ditulis û: ‘Ulûm 
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F. Vokal Rangkap 

 

Fatḥah + ya’ mati غيرهم ditulis ai: Gairihim 

Fatḥah + wawu mati َقول ditulis au: Qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 

 Ditulis a’antum أأنتمَ

 Ditulis u’iddat أعدت

 Ditulis la’in syakartum شكرتمَََلإن

 

 

H. Kata Sandang Alif+Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah. 

 

 Ditulis Al-Qur’ān القرآنَ

 Ditulis al-Qiyās القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 

 Ditulis ar-Risālah الرسالةَ

 ’Ditulis an-Nisā النساءَ

 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 

 Ditulis Ahl ar-Ra’yi الرأيَََأهل

 Ditulis Ahl as-Sunnah السنةَََأهل
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J. Pengecualian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Kawasan pesisir pada hakikatnya merupakan entitas spasial yang 

mengemban signifikansi multidimensional mencakup dimensi ekologis, sosio, 

ekonomi, hingga nilai-nilai kultural yang inheren di dalamnya. Dalam diskursus 

Indonesia sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State),1 wilayah ini menempati 

posisi sentral sebagai pilar penyangga eksistensi bagi jutaan jiwa, terutama 

masyarakat nelayan tradisional yang menggantungkan keberlangsungan hidupnya 

pada aksesibilitas terbuka terhadap sumber daya kelautan. Oleh sebab itu, secara 

normatif, setiap diskresi kebijakan maupun implementasi praktik pembangunan di 

wilayah pesisir meniscayakan adanya integrasi prinsip-prinsip hukum yang 

berbasis pada perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekosistem, serta pemenuhan 

asas keadilan distributif bagi masyarakat setempat.2 

Namun, pada tataran empiris, akselerasi pembangunan wilayah pesisir kerap 

kali memanifestasikan sebuah anomali yang kontradiktif. Alih-alih merealisasikan 

asas bonum commune (kemaslahatan umum), berbagai proyek pembangunan justru 

 

 

 

 

1 Kristiawan Putra Nugraha, “Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 

26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut : Tinjauan Terhadap Dampak 

Lingkungan Hidup,” Quantum Juris, Vol. 06:2 (April 2024), hlm. 43. 

2 Adellailla Nasution. dkk., “Membangun Sistem Hukum Lingkungan Yang Inklusif: 

Integrasi Pendekatan Partisipatif, Holistik, dan Keadilan Ekologis Dalam Praktik Penegakan Hukum 

Lingkungan Di Indonesia,” Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol. 12:3 (Oktober 2025), hlm. 

18. 
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mengakselerasi degradasi ekologis3 serta memicu eskalasi konflik struktural yang 

memarginalkan kelompok-kelompok rentan.4 Fenomena yang paling krusial adalah 

pembangunan struktur pembatas atau pagar laut yang dilakukan secara unilateral 

tanpa sandaran yuridis yang konkrit. Tindakan tersebut tidak semata-mata 

mengubah morfologi fisik ruang pesisir, melainkan secara sistemik telah menafikan 

hak aksesibilitas masyarakat nelayan terhadap fishing ground, menginterupsi 

keseimbangan ekosistem, serta memperuncing asimetri relasi kuasa yang 

menempatkan masyarakat sipil dalam posisi subordinat di hadapan entitas bisnis 

dan otoritas negara. 

Kabupaten Tangerang, dalam konstelasi geografis Provinsi Banten, 

memanifestasikan diri sebagai locus konkret atas terjadinya friksi ruang yang 

kompleks. Eskalasi resistensi dari masyarakat nelayan lokal dalam beberapa 

periode terakhir ini muncul sebagai antitesis terhadap pembangunan infrastruktur 

pagar laut yang dianggap mengancam kedaulatan ruang mereka.5 Fenomena ini 

pada dasarnya merefleksikan persoalan fundamental terkait efektivitas pemenuhan 

kewajiban imperatif pemerintah dalam memproteksi wilayah pesisir sebagaimana 

mandat konstitusional yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh 

karena  itu,  diskursus  mengenai  pembangunan  pagar  laut  di  wilayah  ini 

 

3 Rizky Dhea Nindita, “Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi 

Nelayan Pesisir Di Kalibaru Cilincing Jakarta Utara,” Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 100. 

4 Amaliyah, “Sosiologi Pendidikan : Analisis Konflik Pembangunan Pagar Laut Tangerang 

Selatan,” Akademik Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol. 5: 2 ( Februari 2025), hlm. 733. 

5 Sry Lestari Samosir, “Pagar Laut Tangerang: Konflik Kuasa, Modal, Dan Keberlanjutan 

Ekosistem,” https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/24/122900765/pagar-laut-tangerang- 

konflik-kuasa-modal-dan-keberlanjutan-ekosistem?page=all, akses 2 Februari 2025. 

http://www.kompas.com/tren/read/2025/01/24/122900765/pagar-laut-tangerang-
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meniscayakan sebuah telaah yuridis yang mendalam, khususnya melalui lensa 

tanggung jawab hukum negara (state responsibility) serta urgensi perlindungan 

terhadap entitas masyarakat pesisir yang kian terhimpit oleh arus pembangunan. 

Secara teoretis konseptual, penelitian ini mengonstruksikan dua pilar 

teoretis sebagai fundamen analisis, yakni doktrin maqasid al-syari‘ah dalam 

diskursus Imam Asy-Syatibi serta Teori Sistem Hukum yang diartikulasikan oleh 

Lawrence Meir Friedman. Sinergi antara kedua kerangka ini diposisikan sebagai 

instrumen penguji (analytical tool) yang bersifat komplementer, di mana nilai-nilai 

normatif teleologis dalam maqaṣid digunakan untuk menakar esensi kemaslahatan, 

sementara trias sistem hukum Friedman (struktur, substansi, dan budaya hukum) 

digunakan untuk membedah efektivitas operasionalnya. Integrasi teoretis tersebut 

ditujukan untuk mengevaluasi secara komprehensif sejauh mana otoritas negara 

mengaktualisasikan kewajiban hukumnya dalam orkestrasi tata kelola serta proteksi 

wilayah pesisir. 

Dalam konstruksi filosofis maqasid al-syari‘ah, Imam Asy-Syatibi 

memformulasikan bahwa ratio legis (tujuan mendasar) dari setiap tatanan hukum 

adalah preservasi kemaslahatan universal melalui proteksi terhadap al-daruriyyat 

al-khams.6 Apabila kerangka ini ditarik ke dalam diskursus tata kelola pesisir, maka 

kebijakan pembangunan yang memicu eksklusi akses nelayan secara inheren 

merupakan bentuk negasi terhadap prinsip hifz an-nafs sebagai perlindungan atas 

hak fundamental untuk hidup serta hifz al-mal yang menjamin kedaulatan ekonomi 

 

6 Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syari’ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham 

Dalam Pemikiran Islam),” Jurnal Penelitian, Vol. 8:2 (Agustus 2014), hlm. 250–251. 
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masyarakat bahari. Lebih jauh lagi, marginalisasi tersebut berisiko memutus mata 

rantai eksistensi sosiokultural atau hifz an-nasl bagi generasi mendatang. Secara 

normatif yuridis, realitas ini membebankan mandat imperatif kepada otoritas negara 

untuk memastikan bahwa setiap diskresi pembangunan senantiasa berpijak pada 

asas al-maṣlaḥah al-‘ammah demi mencegah timbulnya mafsadah (kerusakan) 

yang bersifat sistemik.7 

Secara pararel, analisis ini diperdalam melalui dialektika Teori Sistem 

Hukum Lawrence Meir Friedman yang mendekonstruksi hukum ke dalam integrasi 

triadik, struktur (legal structure), substansi (legal substance), dan budaya hukum 

(legal culture).8 Dalam diskursus ini, struktur hukum tidak sekadar dimaknai 

sebagai eksistensi lembaga, melainkan menyangkut integritas dan performa 

aparatur dalam penegakan norma; substansi hukum mencakup koherensi peraturan 

perundang-undangan serta diskresi kebijakan; sementara budaya hukum 

merepresentasikan internalisasi nilai, sikap, dan kesadaran hukum yang hidup 

dalam masyarakat maupun pemegang otoritas. Implementasi teori ini dalam konflik 

pembangunan pagar laut menjadi sangat krusial untuk mengidentifikasi adanya 

disparitas antara kedaulatan regulasi dengan fakta di lapangan baik dalam bentuk 

malfungsi pengawasan oleh otoritas terkait, inkonsistensi aplikasi norma pesisir, 

 

 

 

 

 

 
 

 

hlm.46. 

7 Sutisna, dkk., Panorama Maqashid Syariah (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 

 
8 Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam 

Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia,” Jurnal Yustik, Vol. 22:1 (Julis 2015), hlm. 3. 
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hingga potensi terjadinya legal apathy atau pembiaran yang secara implisit 

melegitimasi praktik pembangunan non prosedural.9 

Dalam cakrawala das sollen, kewajiban negara untuk menyelenggarakan 

proteksi terhadap ekosistem pesisir berakar pada fundamen konstitusional Pasal 33 

ayat (3) UUD 1945, yang menjadikan doktrin Hak Menguasai Negara (HMN) 

sebagai instrumen imperatif untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang 

berkeadilan.10 Landasan ius konstitutum ini kemudian diturunkan ke dalam skema 

hukum positif melalui UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang secara eksplisit 

menggariskan kewajiban otoritas pemerintahan untuk mengintegrasikan prinsip 

keberlanjutan ekologis dengan inklusivitas partisipatif. Secara yuridis normatif, 

posisi negara dalam konteks ini adalah sebagai wali amanat (public trust doctrine) 

yang bertanggung jawab penuh untuk mengeliminasi segala bentuk privatisasi dan 

komodifikasi ruang laut yang eksklusif,11 guna memastikan bahwa aksesibilitas 

masyarakat pesisir sebagai kelompok rentan tidak terkooptasi oleh kepentingan 

privat yang mencederai marwah kemaslahatan umum. 

 

 

 

 

9 Yudono Yanuar, “Polemik Pagar Laut: Pengakuan JRP, Bantahan PIK 2 Sampai 

Ombudsman Nilai Ada Pembiaran,” https://www.tempo.co/ekonomi/polemik-pagar-laut- 

pengakuan-jrp-bantahan-pik-2-sampai-ombudsman-nilai-ada-pembiaran-1193225,   akses   15 

November 2025. 

10 Athari Farhani, “Roadmap Masa Depan Indonesia Melalui Pengaturan Dan Pemanfaatan 

Sumber Daya Alam Kelautan Bagi Sebesar-Besarnya Kesejahteraan Rakyat,” Adalah: Buletin 

Hukum Dan Keadilan, Vol. 6:2 (Juni 2022), hlm. 30. 

11 Wildan Fikarudin, Ade Darajat Martadikusuma, dan Sandy Yudha Pratama, “Tinjauan 

Yuridis Terhadap Kasus Pagar Laut Di Kabupaten Tangerang Dari Persepktif Hukum Progresif," 

hlm. 383. 

http://www.tempo.co/ekonomi/polemik-pagar-laut-
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Berseberangan dengan postulat normatif tersebut, potret empiris di 

Kabupaten Tangerang justru menampilkan anomali yang sangat problematik. 

Implementasi pembangunan struktur pembatas (seawall) di berbagai titik pesisir 

wilayah ini diindikasikan terlaksana tanpa melalui prosedur perizinan yang absah, 

atau dengan kata lain, berada dalam status ilegalitas yuridis.12 Konsekuensi logis 

dari tindakan non prosedural tersebut adalah terjadinya amputasi aksesibilitas 

nelayan terhadap zona tangkap tradisional mereka. Hal ini menciptakan kondisi di 

mana hak atas ruang laut yang seharusnya bersifat komunal menjadi tereduksi, 

bahkan tertutup sepenuhnya, akibat adanya barikade fisik yang tidak memiliki 

sandaran hukum yang jelas. 

Data empiris di lapangan mengonfirmasi bahwa eksistensi barikade laut 

tersebut telah memicu implikasi berantai (multiplier effect) yang destruktif, mulai 

dari degradasi volume tangkapan nelayan hingga pembengkakan biaya operasional 

yang signifikan.13 Lebih jauh lagi, fenomena ini mengeskalasi friksi horizontal 

antara masyarakat lokal dengan entitas tertentu yang memperoleh privilege 

ekonomi dari proyek tersebut. Di sisi lain, otoritas pemerintahan daerah 

menunjukkan tendensi inersia administratif sebuah kelambanan yang tidak 

proporsional serta absennya ketegasan hukum (lack of enforcement). Padahal, 

secara faktual telah ditemukan indikasi kuat terjadinya pelanggaran regulasi ruang 

 

12 Fitri Novia Heriani, “Tidak Berizin, Ombudsman Desak KKP Bongkar Pagar Laut Di 

Pesisir Tangerang-Banten,” https://www.hukumonline.com/berita/a/tidak-berizin--ombudsman- 

desak-kkp-bongkar-pagar-laut-di-pesisir-tangerang-banten-lt6788399ecf464/, akses 20 Desember 

2025. 

13 Wine Firza Wibowo dan Hudi Yusuf, “Kriminologi Lingkungan Dan Upaya Pelestarian 

Lingkungan: Studi Kasus Pagar Laut Di Tangerang,” Integrative Perspectives of Social and Science 

Journal (IPSSJ), Vol. 2:2 ( Mei 2025), hlm. 2747. 

http://www.hukumonline.com/berita/a/tidak-berizin--ombudsman-
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yang berdampak pada kerusakan ekosistem pesisir secara masif, yang seharusnya 

menuntut intervensi yuridis segera guna memitigasi kerusakan yang lebih luas.14 

Diskrepansi yang rentan antara tataran normatif (das sollen) dengan realitas 

empiris (das sein) merupakan episentrum problematika dalam sengketa 

pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang. Secara yuridis, negara 

mengemban mandat imperatif untuk menjamin perlindungan serta keberlanjutan 

ruang hidup masyarakat pesisir. Namun, dalam implementasi di lapangan, yang 

terjadi justru sebuah inersia otoritas.15 Fenomena pembiaran terhadap konstruksi 

non prosedural tersebut menunjukkan adanya kegagalan fungsi pengawasan serta 

pengabaian kewajiban hukum (omission of legal duty) oleh pemerintah, yang pada 

gilirannya melegitimasi praktik pembangunan ilegal di atas hak-hak konstitusional 

masyarakat lokal. 

Dalam diskursus akademik, terdapat divergensi pandangan yang cukup 

fundamental dalam membedah anatomi kesenjangan tersebut. Sebagian pakar 

memosisikan kelemahan penegakan hukum (legal enforcement) serta supremasi 

pragmatisme ekonomi sebagai determinan utama yang menginterupsi tatanan 

normatif.16 Di sisi lain, perspektif sosiologis yuridis lebih menekankan pada 

kegagalan negara dalam menginternalisasi budaya hukum yang berorientasi pada 

keadilan ekososial. Polarisasi pemikiran ini menegaskan bahwa konflik pesisir 

 

14 Ibid. 

15 Sapto Yunus, “Mereka Minta Pemerintah Bongkar Pagar Laut Ilegal Di Perairan 

Tangerang,” https://www.tempo.co/hukum/mereka-minta-pemerintah-bongkar-pagar-laut-ilegal-di- 

perairan-tangerang-1193269, akses 20 Desember 2025. 

16 M uhamad Agil Aufa Afinnas, “Problematika Ketidakadilan Lingkungan dalam 

Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia,” Mimbar Hukum, Vol. 35:1 ( Juni 2023), hlm. 2. 

http://www.tempo.co/hukum/mereka-minta-pemerintah-bongkar-pagar-laut-ilegal-di-
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tidak semata-mata merupakan persoalan normatif-tekstual, melainkan sebuah 

kompleksitas sistemik yang menuntut analisis holistik melalui integrasi elemen 

struktur, substansi, dan kultur hukum secara simultan. 

Celah fundamental (analytical void) dalam studi ini terletak pada defisit 

implementasi kewajiban pemerintah dalam kapasitasnya sebagai wali amanat 

publik (public trustee) atas tata kelola wilayah pesisir. Literatur terdahulu 

cenderung membedah aspek kebijakan secara parsial atau hanya berfokus pada 

dampak ekologis secara terisolasi. Namun demikian, diskursus yang 

mengintegrasikan sengketa pembangunan pagar laut dengan menyinergikan 

perspektif maqasid al-syari‘ah dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman 

masih sangat terbatas. Penjabaran holistik melalui kedua pisau analisis tersebut 

sangat krusial untuk mengevaluasi dimensi tanggung jawab negara (state 

responsibility) terhadap perlindungan entitas masyarakat pesisir yang rentan, guna 

memastikan bahwa keadilan hukum tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga 

fungsional dan substantif. 

Studi ini menjadi urgen karena konflik pembangunan pagar laut di 

Kabupaten Tangerang mencerminkan problem struktural yang lebih luas dalam tata 

kelola pesisir di Indonesia.17 Tanpa analisis kritis terhadap kewajiban pemerintah, 

konflik serupa berpotensi terus berulang dan memperdalam ketidakadilan sosial 

ekologis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

akademik dan praktis dalam merumuskan model perlindungan wilayah pesisir yang 

 

17 Samosir, “Pagar Laut Tangerang: Konflik Kuasa, Modal, Dan Keberlanjutan Ekosistem," 

akses 20 Desember 2025. 
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berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip hukum serta nilai 

kemaslahatan. 

Signifikansi studi ini berpijak pada fakta bahwa sengketa pembangunan 

pagar laut di Kabupaten Tangerang merupakan manifestasi konkret dari disfungsi 

struktural yang lebih luas dalam tata kelola pesisir di Indonesia. Absennya 

dekonstruksi kritis terhadap mandat kewajiban pemerintah dikhawatirkan akan 

menciptakan preseden buruk yang melanggengkan siklus konflik serupa, yang pada 

gilirannya memperparah eksklusi sosial, ekologis. Oleh sebab itu, penelitian ini 

diproyeksikan untuk memberikan kontribusi teoretis maupun aplikatif dalam 

merumuskan paradigma perlindungan wilayah pesisir yang tidak hanya bersifat 

teknokratis, namun juga berbasis pada nilai keadilan distributif, keberlanjutan 

ekosistem, serta selaras dengan prinsip kemaslahatan (al-maslahah) yang 

substantif. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang akan 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana Upaya pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menyelesaikan 

konflik pagar laut ditinjau melalui Teori Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi? 

2. Bagaimana Upaya pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menyelesaikan 

konflik pagar laut ditinjau melalui Teori Sistem Hukum Lawrence M. 

Friedman? 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka dapat 

diketahui tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Tujuan Penelitian 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintahan 

Prabowo-Gibran dalam menyelesaikan konflik pembangunan pagar laut di 

Tangerang, serta mengkaji kesesuaian langkah-langkah tersebut dengan 

kewajiban pemerintah dalam melindungi wilayah pesisir sesuai ketentuan 

hukum yang berlaku. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

 

a. Kegunaan Teoritis 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

memperkaya kajian hukum serta kebijakan pembangunan berkelanjutan 

dalam konteks wilayah pesisir. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 

dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan 

akademisi. 

 

b. Kegunaan Praktis 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan 

rekomendasi bagi pemerintah dalam menyelesaikan konflik 

pembangunan pagar laut serta memperkuat perlindungan wilayah pesisir. 
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Selain itu, penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan praktis bagi aparat 

penegak hukum dan pemerintah daerah dalam penegakan hukum 

kelautan, serta memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat pesisir 

terkait hak dan perlindungan hukumnya. 

 

D. Telaah Pustaka 

 

Terdapat berbagai literatur yang relevan dengan tema yang diangkat oleh 

penulis, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi pendukung dalam penelitian ini. 

Oleh karena itu, guna menghindari plagiasi, penting untuk memahami perbedaan 

antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan studi-studi sebelumnya. 

Adapun literatur yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rizky Dhea Nindita pada tahun 2021 

dengan judul "Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi 

Nelayan Pesisir di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara". Skripsi ini membahas 

mengenai dampak reklamasi terhadap aspek ekologi, sosial, dan ekonomi nelayan 

di wilayah Kalibaru.18 

 

Kedua, buku yang ditulis oleh Andreas A. Salim, dkk, terbit pada tahun 

2025 dengan judul “Pagar Laut dibongkar What’s Next?” Yang diterbitkan oleh 

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). Buku ini memuat analisis multi-disiplin 

yang mencakup aspek tata ruang, hukum pertanahan, hukum lingkungan, hak 

 

 

18 Nindita, “Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan 

Pesisir Di Kalibaru Cilincing Jakarta Utara.” 
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masyarakat pesisir, serta penegakan hukum dalam konteks pemanfaatan ruang laut. 

Secara umum, buku ini mengungkap adanya ketidaksesuaian antara kebijakan 

pemerintah, kondisi ekologis pesisir, dan hak-hak dasar masyarakat yang 

terdampak.19 

 

Ketiga, buku yang ditulis oleh Ummu Aemanah, dkk, terpit pada tahun 2025 

dengan judul “Kajian Pagar Laut dalam Perspektif Hukum Agraria” yang 

diternitkan oleh CV. Gita Lentera. Buku Kajian Pagar Laut dalam Perspektif 

Hukum Agraria menawarkan pembacaan komprehensif mengenai praktik 

pembangunan pagar laut dalam konteks pengelolaan ruang laut dan kerangka 

hukum agraria Indonesia. Penulis menempatkan pagar laut sebagai instrumen 

kebijakan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki implikasi yuridis, 

ekologis, dan sosial yang luas, terutama bagi masyarakat pesisir yang hidup 

bergantung pada sumber daya laut.20 

 

Keempat, e-jurnal yang ditulis oleh Muhamad Agil Aufa Afinnas pada 

tahun 2023 dengan judul "Problematika Ketidakadilan Lingkungan dalam 

Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia". E-jurnal ini membahas isu mengenai 

ketidakadilan lingkungan serta tantangan yang muncul dalam pengelolaan wilayah 

pesisir di Indonesia.21 

 

 

19 Andreas A. Salim, dkk., Pagar Laut Dibongkar, What’s Next? (Jakarta: Indonesia Ocean 

Justice Initiative, 2025). 

20 Ummu Aemanah, dkk., Kajian Pagar Laut Dalam Perspektif Hukum Agraria (Padang: 

Gita Lentera, 2025). 

21 Muhamad Agil Aufa Afinnas, “Problematika Ketidakadilan Lingkungan dalam 

Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia.” 
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Kelima, e-jurnal yang ditulis oleh Kristiawan Putra Nugraha pada tahun 

2024 dengan judul "Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 

26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Tinjauan 

Terhadap Dampak Lingkungan Hidup". E-jurnal ini membahas sejarah serta faktor- 

faktor yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 

2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, mekanisme penerapannya, serta 

dampak yang ditimbulkan oleh peraturan tersebut terhadap lingkungan hidup.22 

 

E. Kerangka Teori 

 

1. Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi 

 

 

Secara terminologis, konsep Maqasid al-Syari’ah merupakan 

konstruksi dikotomis dari kata maqasid dan syari’ah. Secara etimologis, 

maqasid adalah bentuk plural dari maqshaad yang merujuk pada tujuan atau 

intensi utama, sedangkan syari’ah dimaknai sebagai seperangkat hukum 

ilahiah yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pedoman fundamental bagi 

umat manusia dalam rangka mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan 

paripurna, baik di dunia (al-dunya) maupun di akhirat (al-akhirah).23 Imam 

Asy-Syatibi, mengklasifikasikan Maqashid al-Syariah ke dalam dua kategori 

 

 

 

 

 

 

22 Nugraha, “Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 

Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut : Tinjauan Terhadap Dampak Lingkungan Hidup.” 

23 Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’Ah Dalam Hukum Islam,” Majalah Ilmiah 

Sultan Agung, Vol. 44:118 (2009), hlm. 118. 
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besar berdasarkan subjek tujuannya, yakni Qasd al-Syari’ (tujuan ilahiah) dan 

 

Qasd al-Mukallaf (tujuan mukallaf).24 

 

 

Kategori pertama, Qasd al-Syari’, merujuk pada maksud mendasar 

yang melatarbelakangi penetapan suatu ketentuan syariat. Asy-Syatibi 

menjelaskan bahwa kategori ini mencakup empat dimensi pokok. Pertama, 

tujuan awal syariat adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik 

dalam kehidupan dunia maupun akhirat; aspek ini menggambarkan substansi 

dan esensi dari maqasid al-syari’ah. Kedua, syariat dipahami sebagai 

seperangkat norma yang wajib diketahui dan dipahami oleh para subjek 

hukum, sehingga dimensi kebahasaan dan penafsirannya menjadi penting 

untuk memastikan nilai kemaslahatan yang dikandungnya dapat terwujud. 

Ketiga, syariat berposisi sebagai hukum taklifi yang menuntut pelaksanaan 

konkret dari setiap ketentuan yang telah ditetapkan, di mana implementasi 

tersebut merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan kemaslahatan. Keempat, 

syariat bertujuan menempatkan manusia di bawah kerangka hukum Ilahi, 

sehingga kepatuhan mukallaf terhadap ketentuan Allah SWT menjadi bagian 

integral dari pencapaian tujuan syariat secara keseluruhan.25 

 

Adapun kategori kedua, Qasd al-Mukallaf, berfokus pada tujuan yang 

hendak dicapai oleh individu yang telah memenuhi syarat sebagai subjek 

 

 

24 Sidik Tono, “Pemikiran dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Al-Syatibi,” Al- 

Mawarid, Vol. 13:1 (Januari 2005), hlm. 107. 

25 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: Grafindo 

Persada, 1996), hlm 70. 
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hukum. Asy-Syatibi menyusunnya dalam kerangka hierarki kebutuhan yang 

terdiri atas tiga tingkatan,26 dimulai dari daruriyyat (kebutuhan 

primer/esensial) yang menjadi pondasi dasar bagi keberlangsungan hidup 

manusia. Daruriyyat ini mencakup lima prioritas utama (al-Kulliyyat al- 

Khams), yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), 

menjaga akal (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta 

(hifz al-mal).27 Setelah itu terdapat tingkatan hajiyat (kebutuhan sekunder) 

yang bertujuan menghilangkan kesulitan serta meringankan beban dalam 

pemenuhan kebutuhan primer.28 Terakhir, tingkatan tahsiniyat (kebutuhan 

tersier), yaitu kebutuhan pelengkap yang ketiadaannya tidak mengancam 

eksistensi lima kepentingan fundamental tersebut serta tidak pula 

menimbulkan kesulitan yang signifikan bagi mukallaf.29 

 

Prinsip maqasid al-syari‘ah sebagaimana dirumuskan oleh Asy- 

Syatibi dapat diklasifikasikan ke dalam lima dimensi fundamental yang 

memiliki relevansi signifikan dalam konteks penyelenggaraan negara. 

Pertama, hifz al-din mengandung makna bahwa setiap kebijakan negara harus 

dijiwai oleh nilai keadilan dan amanah, sejalan dengan prinsip-prinsip normatif 

syariat Islam. Kedua, hifz al-nafs menekankan kewajiban negara untuk 

menjamin perlindungan atas keselamatan jiwa masyarakat, baik melalui 

 

26 Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 233. 

27 Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syari’ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham 

Dalam Pemikiran Islam),” Jurnal Penelitian, Vol. 8:2 (Agustus 2014), hlm. 250–251. 

28 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi, hlm.72. 

29 Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.236. 
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instrumen kebijakan yang bersifat preventif maupun melalui mekanisme 

perlindungan langsung. Ketiga, hifz al-‘aql menghendaki agar setiap proses 

pengambilan keputusan didasarkan pada pertimbangan rasional, analisis 

ilmiah, serta partisipasi publik sebagai wujud legitimasi kebijakan. Keempat, 

hifz al-nasl berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menjaga 

keberlanjutan generasi mendatang, yang meliputi perlindungan lingkungan 

hidup, tatanan sosial, serta aspek-aspek yang menopang kesinambungan 

kehidupan masyarakat. Kelima, hifz al-mal menegaskan urgensi perlindungan 

terhadap hak-hak ekonomi masyarakat serta pengelolaan sumber daya publik 

untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Kelima dimensi tersebut dipandang 

sebagai tujuan esensi syariat yang harus diwujudkan dalam setiap penerapan 

hukum di Indonesia. 

 

2. Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman 

 

 

Teori adalah Kumpulan proposisi atau gagasan yang disusun secara 

sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena atau kenyataan. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, teori diartikan sebagai asas dan hukum umum yang 

menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan.30 Sementara itu, kata 

system berasal dari Bahasa Yunani “systema” yang dapat diartikan sebagai 

keseluruhan yang terdiri atas macam-macam bagian.31 Lebih lanjut Prof 

 

 

30 Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, n.d. 

31 Suyatno, “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam 

Hukum Indonesia,” Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Vol. 2:1 

(2019), hlm. 201. 



17 
 

 

 

 

 

 

Subekti mendefinisikannya sebagai suatu susunan atau tataan yang teratur, 

suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama 

lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk 

mencapai suatu tujuan.32 Utrecht mendefinisikan hukum sebagai himpunan 

peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib kehidupan 

Masyarakat yang harus ditaati oleh Masyarakat.33 Sedangkan Mochtar 

Kusumaatmadja mengartikan hukum yang memadai tidak hanya memandang 

hukum sebagai perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan 

manusia dalam Masyarakat, tetapi juga mencakup Lembaga (institusi) dan 

proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.34 

Berdasarkan definisi diatas, penulis mengartikan teori sistem hukum adalah 

pendekatan dalam ilmu hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem 

yang terstruktur, saling terkait, dan berfungsi untuk mengatur kehidupan 

Masyarakat. 

 

Setelah memahami definisi hukum, penulis akan membahas lebih lanjut 

mengenai teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Dalam 

pandangannya, hukum tidak cukup dilihat hanya sebagai kumpulan aturan 

yang bersifat normatif. Lebih dari itu, hukum merupakan sebuah sistem yang 

hidup, bergerak, dan dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

 

 

32 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Ke (Jakarta: PT.Raja Grafindo 

Persada, 2011), hlm. 67. 

33 Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum (Gorontalo: Ideas Community, 2017), hlm. 5. 

34 Ibid, hlm. 6. 
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Faktor-faktor seperti budaya, kondisi sosial, dinamika politik, dan realitas 

ekonomi memiliki peran penting dalam membentuk dan mengarahkan 

bagaimana hukum itu bekerja dalam praktik.35 Teori system hukum Lawrence 

M. Friedman menegaskan bahwa hukum adalah sebuah system yang terdiri dari 

tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum 

(legal substance), dan budaya hukum (legal culture).36 Ketiga komponen ini 

saling berinteraksi dan menentukan efektivitas serta keadilan sistem hukum 

dalam Masyarakat. Penjabaran mengenai ketiga komponen tersebut dapat 

dilihat sebagai berikut: 

 

Struktur hukum merupakan kerangka kelembahaan dan perangkat 

aparat penegak hukum yang melaksanakan fungsi pembentukan, pelaksanaan, 

dan penegakan hukum.37 Komponen ini mencakup pengadilan, kepolisian, 

Lembaga pemerintah, serta aktor-aktor lain yang berperan dalam proses 

penegakan hukum. Struktur hukum menentukan bagaimana hukum 

diimplementasikan, termasuk mekanisme pengawasan, penegakan, dan 

penyelesaian sengketa. Efektivitas struktur hukum sangat dipengaruhi oleh 

profesionalisme, integritas, dan koordinasi antar lembaga, sehingga mampu 

menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Masyarakat. 

 

 

35 Mustafa ‘Afifi Ab. Halim, Shabrina Zata Amni, dan Mufti Maulana, “Legal System in 

the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman,” Peradaban Journal of Law and 

Society, Vol. 2:1 (Juni 2023), hlm. 56–57. 

36 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: 

Russel Sage Foundation, 1975), hlm.15-17. 

37 Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,” Jurnal 

Yuridis, Vol. 4:2 (Juni 2017), hlm. 148. 
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Substansi hukum merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur 

kehidupan bermasyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 

Didalamnya tercakup asas-asas, norma-norma hukum, serta putusan 

pengadilan yang berfungsi sebagai pedoman bagi Masyarakat dan pemerintah. 

Seluruh elemen ini lahir dan berkembang sebagai bagian dari suatu sistem 

hukum yang berlaku.38 Substansi hukum yang baik harus jelas, adil, dan adaptif 

terhadap perubahan sosial, sehingga dapat memberikan perlindungan dan 

kepastian hukum bagi seluruh lapisan Masyarakat. 

 

Budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, norma, dan kebiasaan yang 

berkembang di Masyarakat serta aparatur negara dalam menanggapi dan 

menjalankan hukum. Komponen ini menentukan tingkat internalisasi dan 

kepatuhan hukum yang mendasari efektivitas pelaksanaan aturan hukum. 

Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi dua; Pertama, internal 

legal culture yaitu budaya hukum para hakim, jaksa dan pengacara atau 

penegak hukum lainnya, kedua, external legal culture yaitu budaya hukum 

Masyarakat luas.39apabila ketiga komponen hukum tersebut berfungsi secara 

selaras, sistem hukum yang terbentuk akan bersifat terpadu. Sebaliknya, jika 

terjadi ketidakseimbangan pada salah satu komponen, hal itu berpotensi 

menimbulkan ketikterpaduan dalam sistem hukum. 

 

 

 

38 Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System 

Lawrence M. Freidmen,” El-Dusturie, Vol. 1:1 (Juni 2022), hlm. 32. 

39 Suyatno, “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam 

Hukum Indonesia.", hlm. 201. 
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F. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis empiris, sebuah 

pendekatan yang memfokuskan analisisnya pada dialektika antara tatanan 

normatif dengan realitas sosiologis yang terpotret di lapangan. Dalam studi ini, 

hukum tidak hanya dipandang sebagai teks mati (law in books), melainkan 

sebagai fenomena sosial yang dinamis (law in action), sehingga penggunaan 

data primer menjadi instrumen fundamental. Melalui kerangka sosiologi 

hukum ini, pengetahuan tidak sekadar diderivasi dari dogma peraturan, 

melainkan dikonstruksikan berdasarkan fakta-fakta faktual yang diperoleh 

melalui observasi mendalam.40 Oleh karena itu, metode ini diterapkan untuk 

mengumpulkan data langsung di lapangan guna memahami secara mendalam 

kasus serta penyelesaian permasalahan terkait pembangunan pagar laut di 

wilayah pesisir Pantai Kabupaten Tangerang. 

2. Sifat Penelitian 

 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan 

menganalisis secara sistematis upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik 

pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang berdasarkan ketentuan 

hukum yang berlaku, Kemudian dianalisis untuk memberikan Kesimpulan 

guna menjawab masalah yang dikaji. 

3. Pendekatan Penelitian 
 

 

 

40 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2009), hlm. 10. 
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Penelitian ini bersifat yuridis-empiris, yang juga dikenal sebagai 

sociological jurisprudence. Pendekatan ini berlandaskan pada ilmu hukum 

normatif (perundang-undangan), namun tidak hanya berfokus pada kajian 

sistem norma dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, penelitian ini 

menelaah bagaimana norma-norma tersebut diterapkan serta bagaimana reaksi 

dan interaksi yang muncul dalam masyarakat saat aturan hukum 

diberlakukan.41 Dalam penelitian ini, beberapa regulasi yang dijadikan acuan 

antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- 

Pulau Kecil, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang relevan 

dengan topik penelitian. 

4. Sumber Data 

 

a. Data Primer 

 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui 

penelitian empiris. Dalam hal tersebut peneliti melakukan penelitian di 

wilayah pesisir Kabupaten Tangerang. 

b. Data Sekunder 

 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi 

kepustakaan, yakni dengan menelaah berbagai literatur atau sumber 

pustaka yang relevan dengan permasalahan atau materi penelitian. Data 

sekunder ini mencakup peraturan perundang-undangan, serta bahan 

 

 

41 Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan 

Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 37. 
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hukum otoritatif yang merupakan hasil dari tindakan atau keputusan 

lembaga berwenang. Selain itu, data sekunder juga meliputi bahan hukum 

yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer, seperti buku, 

jurnal, majalah, berita dari sumber daring maupun cetak, serta berbagai 

karya tulis ilmiah lainnya. 

c. Data Tersier 

 

Data tersier merupakan sumber yang digunakan untuk memberikan 

penjelasan tambahan terhadap data primer dan sekunder. Data ini 

diperoleh dari berbagai referensi, seperti kamus hukum, kamus bahasa, 

dan lainnya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 

Karena penelitian ini bersifat yuridis empiris, maka Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: 

a) Wawancara 

 

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa narasumber 

yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementarian Agrarian dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta perwakilan nelayan sekitar 

Pantai utara Kabupaten Tangerang untuk memperoleh informasi. 

b) Observasi 

 

Guna menjamin validitas empiris dalam studi ini, peneliti 

melakukan observasi lapangan secara langsung (in-situ) di kawasan Pantai 

Utara Kabupaten Tangerang untuk mengamati dinamika faktual yang 

terjadi di lokasi penelitian 
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c) Dokumentasi 

 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini diaktualisasikan melalui 

aktivitas pencatatan sistematis (field notes), perekaman audio, serta 

pengambilan bukti visual berupa foto selama proses validasi data di 

kawasan Pantai Utara Kabupaten Tangerang. 

6. Analisis Data 

 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, 

dengan cara mengelompokkan, menafsirkan, dan mengaitkan data lapangan 

serta data kepustakaan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil integrasi 

antara fakta empiris dan studi literatur tersebut menjadi landasan bagi peneliti 

dalam merumuskan konklusi guna menjawab seluruh pokok permasalahan 

secara komprehensif. 

G. Sistematika Pembahasan 

 

Supaya penelitian ini tersusun secara sistematis dan lebih mudah dipahami, 

penulis membaginya ke dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub- 

sub pembahasan. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang memuat penjelasan 

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta 

sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang memberikan 

gambaran umum mengenai keseluruhan penelitian. 
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Bab kedua membahas landasan teori dalam perspektif keislaman yang 

dianalisis berdasarkan konsep maqashid asy-syariah berfokus pada Al-Kulliyyat Al- 

Khamsah. Selain itu, bab ini juga menguraikan teori sistem hukum Lawrence M. 

Friedman yang diklasifikasikan menjadi stuktur huku, substansi hukum, dan 

budaya hukum. 

Bab ketiga, berisi penjelasan konsep umum tentang profil wilayah pesisir 

Kabupaten Tangerang, pengertian pagar laut, jenis-jenis pagar laut dan 

implementasinya di berbagai negara, serta sejarah dan latar belakang Pembangunan 

pagar laut di Kabupaten Tangerang. 

Bab keempat dalam penelitian ini akan berfokus pada analisis terkait 

tindakan pemerintah dalam pemasangan pagar laut ilegal di wilayah pesisir 

Tangerang. Selain itu, bab ini juga akan membahas dampak pembangunan pagar 

laut terhadap wilayah pesisir serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga dan 

melindungi wilayah pesisir. 

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran. 

Simpulan disusun secara sistematis berdasarkan analisis data yang telah dibahas 

pada bab-bab sebelumnya sebagai rangkuman akhir dari penelitian. Sementara itu, 

saran disampaikan berdasarkan temuan penelitian dengan tujuan memberikan 

rekomendasi yang relevan. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada setiap bab diatas maka 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah; 

1. Konflik pembangunan pagar laut ilegal di Kabupaten Tangerang 

menunjukkan pelanggaran substansial terhadap tujuan-tujuan fundamental 

dalam maqasid al-shari‘ah (tujuan syariat). Pelanggaran ini termanifestasi 

sebagai berikut: Pertama, hifz al-mal (Perlindungan Harta), Secara nyata 

mengancam harta dan modal nelayan melalui penghilangan akses terhadap 

wilayah tangkap dan sumber mata pencaharian mereka. Kedua, hifz an-nafs 

(Perlindungan Jiwa/Keselamatan), Membahayakan keselamatan dan 

ketahanan sosial ekonomi (economic security) nelayan. Ketiga, hifẓ al-ʿaql 

(Perlindungan Nalar/Informasi), Melemahkan nalar publik melalui 

terputusnya akses informasi dan terlibat dalam partisipasi publik. Keempat, 

hifz an-nasl (Perlindungan Keturunan/Keluarga), melemahkan 

kesinambungan sosial ekonomi keluarga pesisir yang bergantung pada 

sumber daya laut. Kelima, hifz ad-din (Perlindungan Agama/Nilai), 

Mengikis hifz ad-din dalam makna luas kewajiban negara untuk 

menegakkan keadilan dan kemaslahatan umum (maṣlaḥah) ketika aparatur 

gagal melindungi hak publik sebagaimana diamanatkan oleh tujuan syariat. 

Dengan demikian, pembangunan pagar laut ilegal di Kabupaten Tangerang 
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bertentangan secara fundamental dengan prinsip maqasid al-shari‘ah 

karena menghasilkan kemudaratan yang lebih besar (mafsadah) 

dibandingkan kemaslahatan yang diklaim. Oleh karena itu, penyelesaian 

konflik ini menuntut kehadiran negara secara aktif melalui penegakan 

hukum yang tegas, pemulihan hak masyarakat pesisir, serta perumusan 

kebijakan pengelolaan wilayah laut yang berorientasi pada keadilan sosial 

dan keberlanjutan. 

2. Analisis kasus pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang secara 

definitif mengindikasikan bahwa kegagalan perlindungan wilayah pesisir 

dan hak masyarakat nelayan bersumber dari disfungsi simultan ketiga 

komponen sistem hukum menurut teori Lawrence M. Friedman: Pertama, 

struktur hukum, Terjadi kelemahan signifikan pada kewenangan dan 

koordinasi antar-institusi (KKP, ATR/BPN, DKP, Polri, Kejaksaan, 

Ombudsman), yang mengakibatkan pengawasan preventif yang lemah dan 

respons penegakan yang cenderung reaktif dan terfragmentasi. Kedua, 

substansi hukum, Meskipun kerangka normatif tentang pengelolaan pesisir 

telah memadai (UU No. 27 Tahun 2007 jo. perubahannya dan regulasi 

terkait), terdapat jurang yang lebar antara hukum yang tertulis (law in the 

books) dan hukum yang diterapkan (law in action), di mana perizinan, 

Amdal/zoning, dan ketentuan tata ruang tidak ditegakkan secara konsisten. 

Ketiga, budaya hukum, Praktik birokratik yang permisif terhadap aktor 

berkepentingan dan rendahnya akses informasi serta partisipasi bagi nelayan 

menciptakan kondisi di mana norma hukum yang melindungi publik rentan 
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terabaikan. Berdasarkan perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penyelesaian konflik pagar laut menuntut intervensi yang bersifat berlapis 

antara lain perbaikan struktural yang meliputi penguatan koordinasi antar- 

institusi dan peningkatan kapasitas pengawasan preventif. Kedua, 

Penguatan Substansi yang Dilakukan melalui harmonisasi rezim perizinan, 

penegakan tegas Amdal/RZWP3K, serta penerapan sanksi yang efektif 

terhadap pelanggaran. Ketiga Transformasi budaya hukum yang Diarahkan 

pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pemberdayaan 

partisipasi nelayan dalam tata kelola pesisir. 

B. Saran 

 

Berdasarkan Kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

 

1. Saran Untuk Pemerintah Pusat 

 

a. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

 

1) Penguatan pengawasan terhadap ruang laut dengan pelembagaan 

mekanisme patroli yang terpadu melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan penegakan hukum maritim. 

2) Perumusan program pemulihan ekonomi khususnya dituju bagi 

Masyarakat nelayan yang terdampak secara langsung oleh konflik 

ruang laut. 

b. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) 

1) Audit dan verifikasi sertifikat pertanahan secara berkala untuk 

memastikan tidak ada tanah yang melanggar ruang laut publik 
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c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan (KLHK) 

 

1) Memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut yang 

memiliki potensi dampak ekologis signifikan wajib didasarkan pada 

AMDAL yang konprehensif, partisipatif, dan kredibel 

2. Saran untuk Pemerintah Daerah 

 

a. Tingkat Provisi (Banten) 

 

1) Pengawasan dan penindakan secara responsif terhadap Pembangunan 

fisik ilegal di wilayah pesisir melalui pembentukan unit kerja khusus 

yang bersifat kelembagaan dengan mekanisme pelibatan Masyarakat 

nelayan lokal. 

2) Optimalisasi dan peningkatan aksesibilitas kanal pengaduan yang 

didukung oleh kapabilitas responsif dan akuntabilitas. 

b. Tingkat Kabupaten (Tangerang) 

 

1) Pendampingan hukum pro bono dan sosialisasi yang berdampak 

subtantif bagi Masyarakat khususnya wilayah pesisir. 

3. Saran untuk Aparat Penegak Hukum dan Keamanan 

 

a. Polisi Republik Indonesia (Polri) 

 

1) Peningkatan responsivitas terhadap setiap laporan yang diajukan oleh 

Masyarakat, diserai dengan penetapan status penyelidikan sejak awal. 

2) Pengusutan otak actor Pembangunan pagar laut sampai akar rumput 

 

b. Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

 

1) Melanjutkan operasi patroli maritim pasca pembongkaran pagar laut 

dan menjalin Kerjasama rutin dengan Masyarakat nelayan. 
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